QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Menimbang

Mengingat

DINASKABUPATEN ACEH BARAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT

bahwa dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan
pemerintahan yang efektif, efisien dan berdayaguna sesual tuntutan
Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat perlu
menerapkan bentuk Susunan Organisasi yang miskin struktur kaya
fungsi;

. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a

diatas, perlu meninjau kembali Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor
3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kabupaten Aceh Bardt;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a
dan huruf b diatas perlu membentuk dalam suatu Qanun.

. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002
tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo
Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten
Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 55, tambahan

Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 172, tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

| Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan
Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);



7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemeritahan, Antara Pemerintah, Pemeritahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); dan

10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan
Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007
Nomor 03).

11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT
DAN
BUPATI ACEH BARAT

Menetapkan . QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN
ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 3 TAHUN
2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KABUPATEN ACEH BARAT.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat, diubah sebagai berikut:

A. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2
Dengan ganun ini, dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat
sebagai berikut:
Dinas Syari’at Islam
Dinas Sosial, Tenaga Kerjadan Transmigrasi
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Dinas Pertambangan, Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Dinas Kesehatan
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi
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Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah



9. DinasBinaMarga

10. Dinas CiptaKaryadan Pengairan

11. Dinas Kelautan dan Perikanan

12. Dinas Pertanian dan Peternakan

13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

B. Ketentuan Bagian Pertama diubah, sehingga keseluruhan Bagian Pertama berbunyi
sebagai berikut:

Bagian Pertama
Dinas Syariat Idam

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

C. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Syariat |am terdiri dari:
Kepala Dinas;

Sekretariat;

Bidang Bina Syariat Idam;

Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat |dlam;
Bidang Pemberdayaan Dayah;

UPTD; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a.  Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
c. Sub Bagian Keuangan.
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(3) Bidang Bina Syariat Idlam, terdiri dari:
a. Seks Peribadatan, Dakwah dan Syiar; dan
b. Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegakan Hukum.

(4) Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat 1lam, terdiri dari:
a. Seksi Pembinaan Sumber Daya Tenaga K eagamaan; dan
b. Seksi Pembinaan Sumber Daya Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
(5) Bidang Pemberdayaan Dayah, terdiri dari:
a. Seksi Peningkatan Sumber Daya dan Manajemen Pengasuhan; dan
b. Seks Saranadan Prasarana.

D. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dinas Syariat Idam merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang
keistimewaan dan kekhususan pelaksanaan Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.



E. Ketentuan pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dinas Syariat 1slam mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus dan umum pemerintahan
dan pembangunan di bidang Syariat |slam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Dinas Syariat Islam
mempunyai fungsi:
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perumusan dan perencanaan kebijakan teknis pembangunan di bidang Syariat 1lam.
pelaksanaan pembinaan di bidang Syariat 1slam.

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Syariat 1lam.

Pelaksanaan penerangan kepada seseorang atau sekelompok orang tentang aspek —
aspek pelaksanaan Syari’at |slam

Pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau sekelompok orang tentang adanya
peraturan Perundang undangan di bidang Syariat Islam

Pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman,
kesadaran serta pengamalan masyarakat (seseorang atau sekelompok orang) terhadap
ketentuan dalam Qanun atau Peraturan Perundang-undangan di bidang Syariat Islam.
pelaksanaan pelayanan umum dan membantu tugas umum Bupati sesuai dengan
kewenangan yang diberikan;

pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas;

pembinaan UPTD;

pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan
fungsinya.

. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Syariat Islam
mempunyai kewenangan:
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menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan dilingkungan Dinas Syariat |slam.
merencanakan program di bidang Syariat |lam.

melestarikan nilai-nilai 1slami;

melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pelaksanaan Syariat 1lam.
mengawasi dan membimbing pelaksanaan Syariat | slam.

melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga penegakan hukum syariat; dan
membina dan mengawasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ).

. Ketentuan Bagian Keempat Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 dihapus.



|. Ketentuan Bagian Keenam diubah, sehingga keseluruhan Bagian Keenam berbunyi
sebagai berikut:

Bagian Keenam
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

J. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai
berikut

Pasal 28

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, K ebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari:
Kepala Dinas;

Sekretariat;

Bidang Program dan Pelaporan;

Bidang Pendidikan Pra Sekolah, Dasar dan Lanjutan;
Bidang Pendidikan Menengah;

Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Luar Sekolah;
Bidang Kebudayaan;

Bidang Pemuda dan Olah Raga;

UPTD; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana; dan
c. Sub Bagian Keuangan.
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(3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari:
a.  Seksi Penyusunan Program; dan
b. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

(4) Bidang Pendidikan Pra Sekolah, Dasar dan Lanjutan, terdiri dari:
a. Seks Pengembangan Kurikulum, Akreditasi dan Kesiswaan; dan
b. Seksi Pengembangan Mutu Pendidik dan Bantuan Sarana.

(5) Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari:
a.  Seksi Pengembangan Kurikulum, Akreditasi dan Kesiswaan; dan
b. Seksi Pengembangan Mutu Pendidik dan Bantuan Sarana.

(6) Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Luar Sekolah terdiri dari:
a. Seks Pengembangan Kurikulum dan Akreditasi; dan
b. Seksi Pendidikan Luar Biasadan Luar Sekolah

(7) Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
a. Seksi Adat dan Nilai Budaya; dan
b. Seksi Bahasa dan Seni.

(8) Bidang Pemuda dan Olah Raga
a. Seksi Pembinaan Pemuda; dan
b. Seksi Pembinaan Keolahragaan.



K. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 29

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

L. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 30

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan
tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang pendidikan,
kebudayaan, pemuda dan olah raga.

M. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 30, Dinas Pendidikan,
Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi:

pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;

penyusunan program kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang;

penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga.
pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan,
kebudayaan, pemuda dan olah raga;

penyigpan rancangan Peraturan dan produk hukum di bidang penyelenggaraan
pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga;

pengendalian dan pengawasan di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga.
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan, kebudayaan, pemuda
dan olah raga.

pembinaan UPTD;

pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesual dengan
bidang tugasnya.
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N. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 32

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Dinas Pendidikan,

Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai kewenangan:

a. merumuskan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan,
pemuda dan olah raga;

b. menyelenggarakan dan mengawasi standar pelayanan minimal dalam bidang pendidikan,
kebudayaan, pemuda dan olah raga;

c. menyusun rencana bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga;

d. menyelenggarakan sistem pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga.

e. mengawasi teknis pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undang di  bidang
pendidikan, kebudayaan pemuda dan olah raga;



f. menyelenggarakan dan mengawasi kerjasama bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda
dan olahraga;

g. menyelenggarakan penentuan kebutuhan fisik minimum;

h. merekomendasikan dan menstandarisasi bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan
olah raga serta pendidikan dayah;

i. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan
olah raga;

J. mengalokasi sumber daya manusia potensial.

O. Ketentuan Bagian Ketujuh diubah, sehingga keseluruhan Bagian Ketujuh berbunyi
sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

P. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33
(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi terdiri dari:
Kepala Dinas;
Sekretariat;

Bidang Perhubungan Darat;

Bidang Perhubungan Laut;

Bidang Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
UPTD; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari:
a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
b. Seksi Perizinan, Sarana dan Prasarana.
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(4) Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari:
a. Seks Kepelabuhanan; dan
b. Seks Perizinan, Sarana dan Prasarana

(5) Bidang Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari:
a Seks Pariwisata; dan
b. Seksi Posdan Telekomunikasi.



Q. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 34

Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah
Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

R. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 35

Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan tugas
umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang perhubungan,
pariwisata dan telekomunikasi

S. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 35, Dinas Perhubungan,
Pariwisata dan Telekomunikasi mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas,
b. penyusunan program kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan program kebijakan teknis di bidang perhubungan, pariwisata dan
telekomunikasi;
d. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan,
pariwisata dan telekomunikasi;
pembinaan teknis di bidang perhubungan, pariwisata dan telekomunikasi;
perencanaan tata ruang perhubungan;
pengendalian dan pengawasan di bidang perhubungan, pariwisata dan telekomunikasi;
pembuatan rencana teknis bandar udara umum yang mengacu pada standar yang berlaku;
penelitian bidang perhubungan, pariwisata dan telekomunikasi;
pembinaan UPTD;
. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesual dengan
bidang tugasnya.
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T. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 37

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Dinas

Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi mempunyai kewenangan:

a. merumuskan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang perhubungan, pariwisata
dan telekomunikasi;

b. menyelenggarakan pendaftaran dan pengujian kenderaan bermotor;

c. mengawasi pengangkutan bahan berbahaya dan beracun;

d. menyelenggarakan dan mengawasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan
pengamanan (rambu-rambu) lalu lintas jalan Kabupaten, danau dan sungai non lintas
Kabupaten serta laut dalam wilayah 4 (empat) mil;
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menetapkan dan mengawasi jaringan transportas dan kelas jalan;

menyelenggarakan dan mengelola Search and Resque Dagerah;

menetapkan batas maksimum muatan dan berat kenderaan pengangkutan barang dan
tertib pemanfaatan;

mengelola dan mengawasi pemanfaatan terminal dan perparkiran;

menyelenggarakan dan mengawasi jaringan trayek, komposisi angkutan, pemberian
rekomendasi dan perizinan pengoperasian angkutan;

memberikan rekomendasi penyelenggaraan dan pengawasan pemanfaatan jaringan lintas
sungai, danau, laut, darat dan udara;

memberikan rekomendasi perizinan dan pengawasan pendirian sekolah mengemudi;
menetapkan rencana dan kebijakan untuk mendukung tugas pemberitahuan di bidang
perhubungan dan pariwisata;

menyelenggarakan dan mengawasi standar pelayanan minimal dalam bidang
perhubungan, pariwisata dan telekomunikasi;

menyelenggarakan kualifikasi urusan jasa, sistem dan promosi bidang perhubungan,
pariwisata dan telekomunikasi;

melakukan koordinasi dalam rangka pemberian rekomendasi dan pengawasan reklamasi,
kapal keruk dan selvage;

menetapkan kebijakan teknis pembangunan dan pengawasan terhadap pengelolaan
pelabuhan;

menetapkan kebijakan teknis di bidang perhubungan, pariwisata dan telekomunikasi;
menetapkan rencana umum jaringan sarana dan prasarana kenavigasian, pemanduan,
penundaan kapal, penjagaan dan penyelamatan;

menyelenggarakan dan mengawasi Daerah Lingkungan Kerja Perairan (DLKP);
menyelenggaran pemanfaatan, pengelolaan sisten informasi dan teknologi;

menyediakan informasi melalui database, pelayanan media pos dan telekomunikasi; dan
melakukan pembinaan dan pengawasan usaha jasa pos dan telekomunikasi dalam
Kabupaten Aceh Barat.

Ketentuan Bagian Kedelapan diubah, sehingga keseluruhan Bagian Kedelapan berbunyi
sebagai berikut:

Bagian Kedelapan
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, terdiri dari:

Kepala Dinas;

Sekretariat;

Bidang Pendapatan;

Bidang Anggaran;

Bidang Kekayaan,

Bidang Akuntansi;

UPTD; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.
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